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  KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa 

sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik (FKP) ini dapat 

diselesaikan. 

Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang dilaksanakan Dinas 

Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. FKP yang dilaksanakan berupa kegiatan 

Audiensi dan Koordinasi bersama Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi 

Kalimantan Selatan. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, selaku narasumber 

turut melaksanakan Sosialisasi Standar Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Selatan sebagai Peningkatan Pelayanan Publik Program Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial tahun 2023 dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) serta penerima manfaat di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 

2023 ini kami sampaikan terima kasih dan kami berharap, semoga hasil 

pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik,yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial di 

Provinsi Kalimantan Selatan.       

 

 

 

 

 

 

              Banjarmasin, 31 Mei 2023 

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

MUHAMMADUN, A.KS, M.I.Kom 
Pembina Tk. I 

NIP. 19660419 198910 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu  untuk 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa 

berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman 

kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan 

oleh pemerintah maupun non pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi 

birokrasi dalam pelayanan gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa 

produk dari instansi dimana pegawai tersebut bekerja yang diterima oleh 

masyarakat. Pelayanan masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari 

seorang pegawai pada instansi pemerintah kecamatan. Inti dari pelayanan 

masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan 

pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan 

menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut.  

Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut 

untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai 

kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak 

masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan 

masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan menuntut 

kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. publik, maka 

organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang 

berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan 

pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat 

menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di 

“Front Office”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan 
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langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan 

kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “Back Office” yang 

menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. 

Mengapa dalam konsep pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi 

Pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai ? Karena, tugas apa saja yang 

dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada Dalam 

pembahasan ini, pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi 

kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk 

mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat 

dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan. Jumlah staf/aparat 

yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengan dan level atas agar 

pelayanan publik dapat tepat sasaran pelayanan yang diberikan juga harus 

mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. Tetapi ada beberapa faktor 

yang menyababkan rendahnya kualitas publik, antara lain: 

1. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari 

penyelenggara pelayanan publik non pemerintah, tidak ada dorongan 

yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun pemerataan 

pelayanan tersebut oleh pemerintah. 

2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungan amat mempengaruhi 

kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan interaksinya 

antaralingkungan dengan organisasi publik. 

3. Budaya patrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan 

publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik dan 

budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan 

melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan. 

Beberapa prinsip pokok (Irfan Islamy 1999) yang harus dipahami oleh aparat 

birokrasi mudah oleh setiap pengguna pelayanan (misal: masalah tempat, jarak dan 

prosedur pelayanan) 
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1. Prinsip Aksesibilitas, dimana setiap jenis pelayanan harus dapatdijangkau 

secara mudah oleh setiap pengguna layanaan (misal: masalah tempat, 

jarak dan prosedur pelayanan) 

2. Prinsip Kontinuitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan harus secara terus 

menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan 

ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut. 

3. Prinsip Teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan proses 

pelayanannya harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami 

secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan 

kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan. 

4. Prinsip Profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada akhirnya harus 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memberikan 

keuntungan ekonomis dan sosial baik bagi pemerintah maupun bagi 

masyarakat luas. 

5. Prinsip Akuntabilitas, yaitu bahwa proses, produk dan mutu pelayanan 

yang telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai 

tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini 

organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 

81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu 

dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan, sebagai berikut: 

• Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan 

perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, 

tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh 

masyarakat yang meminta pelayanan. 

• Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian 

dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik 
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teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab dalam meberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif 

pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian 

pelayanan. 

• Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang 

dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

• Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, 

persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, 

waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang 

berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka 

agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak diminta. 

• Efesiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada 

hal- hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan 

produk pelayanan. 

•  Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa 

pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

• Keadilan dan Pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan 

pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

• Ketepatan Waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat 

diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Selanjutnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan 

pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan 

kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan 

publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kabijakan. 
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Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi 

antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai 

pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Forum 

konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain 

untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan 

kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana 

menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan 

kebijakan pemerintah daerah. 

Atas dasar keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat maka Dinas Sosial melaksanakan forum 

konsultasi publik dalam bentuk:  

 

1. Kegiatan Rapat Koordinasi; 

2. Kegiatan Audiensi dan Koordinasi bersama Komite Intelijen Daerah 

(Kominda) Provinsi Kalimantan Selatan; 

3. Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal sebagai Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan 

dengan melibatkan Stakeholders dan Masyarakat. 

B. Tujuan Pelaksanaan FKP 

Tujuan pelaksanaan FKP adalah agar Penyelenggara Pelayanan dan 

Masyarakat memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang 

ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi 

kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan 

yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian, agar 

masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran 

kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna 

layanan.  

Regulasi atau aturan khusus yang mendasari dibentuknya FKP adalah Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit 
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Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini 

secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.Dalam aturan 

dimaksud disebutkan juga bahwa dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat, 

perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan 

masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk FKP.  

C. Dasar Hukum Pelaksanaan FKP  

Regulasi atau aturan khusus yang mendasari dibentuknya FKP adalah Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini 

secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.Dalam aturan 

dimaksud disebutkan juga bahwa dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat, 

perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan 

masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk FKP. 
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BAB II 

PELAKSANAAN FKP 

A. Kegiatan Audiensi dan Koordinasi bersama Komite Intelijen Daerah 

(Kominda) Provinsi Kalimantan Selatan 

Selasa, tanggal 30 Mei 2023. Kegiatan audiensi dan Koodinasi bersama 

Komite Intelijen Daerah (Kominda) dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan 

Selatan. Adapun dalam kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari SKPD dan 

Organisasi Lintas Sektor terkait seperti BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Stasiun Meteorologi Kelas II Syamsudin 

Noor, UPTD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, 

Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Indonesia, dan Masyarakat  dalam 

rangka sosialisasi dan koordinasi Pelayanan Publik bidang Sosial oleh Dinas Sosial 

Provinsi Kalimantan Selatan.  

Dinas Sosial selaku Narasumber dalam forum ini menyampaikan Materi 

mengenai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang di wakili oleh Bapak 

Gusnanda. Adapun pemaparan dari Dinas Sosial sebagai berikut : 

- Visi Misi Dinas Sosial Prov. Kalsel; 

- Landasan Hukum; 

- Jenis Pelayanan; 

- Standar Pelayanan; 

Adapun penyampaian jenis-jenis pelayanan berdasarkan Permensos No. 09 

Tahun 2018 yang menjadi dasar Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam 

memberikan Pelayanan Bidang Sosial yang disampaikan oleh Bapak Gusnanda 

meliputi, sebagai berikut : 

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam 

Panti Sosial; 

- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti Sosial; 

- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Sosial; 
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- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan 

Pengemis di dalam Panti Sosial; dan 

- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap 

Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi. 

Menindak lanjuti 5 Jenis Pelayanan yang ada, Bapak Gusnanda 

menambahkan bahwasanya Dinas Sosial berdasarkan jenis pelayanan yang ada di 

regulasi yang digunakan tersebut maka, Dinas Sosial Prov. Kalsel menyusun 6 

Standar Pelayanan (SP) bidang sosial, yaitu : (1) SP Pemulangan Orang Terlantar, 

(2) SP Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran LKS, (3) SP Pengangkatan Anak, (4) 

SP Penyaluran Logistik Bufferstock Bencana, (5) SP Prosedur Penetapan Penerima 

Bantuan UEP KUBE bagi Keluarga Fakir Miskin, dan (6) SP Prosedur Pengusulan 

Gelar Pahlawan Nasional. 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik tahun 2023 ini berjalan kondusif dan aktif 

dengan ditandainya dengan perundingan antar SKPD / Organisasi Lintas Sektor 

yang berjalan baik. Adapun pendapat dari Bapak Karmana dari BMKG Syamsudin 

Noor mengatakan bahwa perlunya Kerjasama dalam efektif dan efisiennya 

pelayanan sehingga terwujudnya standar pelayanan yang baik bagi semua pihak 

baik itu Pemda, TNI, POLRI, Dinas Instansi, Masyarakat dan semua elemen terkait 

dengan kesejahteraan sosial terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, 

mewakili Polda Kalsel, bapak AKBP. Triyono memberikan pendapat bahwasanya 

ada banyak manfaat dengan diadakan FKP ini masyarakat teredukasi dan tau akan 

standar untuk mendapat pelayanan yang benar dan tepat. Beliau juga 

menambahkan bahwasanya urusan sosial merupakan urusan bersama sehingga 

perlunya sinergitas antar sektor baik itu dari lintas SKPD Provinsi maupun Kota/Kab 

dan dalam lini keamanan dan pertahanan negara. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tahun 2023, Dinas Sosial 

Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh masukan yang sangat berharga bagi 

peningkatan layanan publik baik produk dan kualitas layanan terutama dalam hal 

koordinasi pelayanan publik bidang sosial. Para pemangku kepentingan sektor pada 

prinsipnya ingin memberikan bantuan dan keikutsertaan dalam pelayanan kepada 

masyarakat terutama dalam urusan pemerintah daerah provinsi di bidang sosial. Untuk 

itu, kedepannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan koordinasi dengan 

lintas sektor terkait akan berusaha melakukan perbaikan pelayanan bantuan kepada 

masyarakat serta mengembangkan inovasi sehingga kualitas layanan semakin 

meningkat sehingga, ada beberapa rencana yang akan dilaksanakan dalam 

pelaksanaan FKP, yaitu : 

1. Rapat Koordinasi Peninjauan Ulang Standar Pelayanan di Lingkup Dinas 

Sosial Provinsi Kalimantan Selatan; 

2. Rapat Koordinasi Rencana Penyusunan Standar Pelayanan Urusan Sosial 

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2024. 

Demikianlah, Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial 

Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada 

stakeholder pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

               Banjarmasin, 31 Mei 2023 

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 

MUHAMMADUN, A.KS, M.I.Kom 
Pembina Tk. I 

NIP. 19660419 198910 1 001 
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LAMPIRAN 

1. ABSENSI 
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2. DOKUMENTASI 
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3. NOTULENSI 

NOTULENSI 

Rapat : Koordinasi bersama Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Kalsel 
Hari, tanggal : Selasa, 30 Mei 2023 
Waktu : 09.00 – Selesai 
Narasumber : Kepala Dinas Sosial Prov. Kalsel 

 

Hasil Rapat 

Pembahasan Uraian 

Forum dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Prov. Kalsel diwakili Kepala Bidang Perlinjamsos 
 

Materi 1 
Dinsos 
Bapak Gusnanda 

Visi Misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 
 
Landasan hukum: 
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik; 
- Permensos Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal; 
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 

2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas 
Sosial Provinsi Kalimantan Selatan; 

- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 
2021 tentang Kesejahteraan Sosial; 
 

Dinas Sosial merupakan Garda Terdepan dalam Pelayanan 
kepada Masyarakat terutama dalam masalah Kesejahteraan 
Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan. 
 
Jenis Pelayanan: 
- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di 

dalam Panti Sosial; 
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam panti 

Sosial; 
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 

Sosial; 
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan 

dan Pengemis di dalam Panti Sosial; 
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah 

Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah 
Provinsi. 

 
Standar Pelayanan yang ditetapkan Dinas Sosial Prov. Kalsel : 
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- SP Pemulangan Orang Terlantar; 
- SP Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran LKS; 
- SP Pengangkatan Anak; 
- SP Penyaluran Logistik Bufferstock Bencana; 
- SP Prosedur Penetapan Penerima Bantuan UEP KUBE Bagi 

Keluarga FM; 
- SP Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional. 

 
Dinas Sosial Prov. Kalsel kedepannya akan melaksanakan 
peninjauan ulang kembali mengenai SP yang telah terbentuk 
yang ditujukan untuk peningkatan Pelayanan Publik di tahun 
2023 ini dan rencana SP untuk tahun 2024. 
 
Kami mengharapkan kerjasama dan koordinasi semua pihak 
termasuk masyarakat agar terlaksananya pelayanan publik ini 
dengan baik maka dapat dijadikan suatu batu loncatan agar 
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan 
sebagai Good Governance. 

 
Tanya Jawab /Tanggapan 
 

BMKG Syamsuddin 
Noor 
Bapak Karmana 
 

Kebijakan yang harus diambil: 
- Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi semua pihak: 

Pemda, TNI, POLRI, Dinas Instansi, masyarakat, dan semua 
pihak terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. 

- Terima kasih kepada Dinsos Prov. Kalsel yang memberikan 
Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dapat 
dilihat dari penanganan bencana yang dilakukan oleh Dinsos. 

- Sebagai suatu informasi, terkait isu di 2023 yang mana 
aktifnya bencana karhutla, kami siap memberikan dukungan 
kepada semua lintas sektor SKPD lainnya dalam 
penanganannya. 
 

Dinkes  
Ibu Sri Wahyuni 

Dinas Sosial merupakan ”spesialis” dalam penanganan urusan 
pemerintahan bidang sosial yang bertindak dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 
Sama halnya dengan Dinas Kesehatan, kami bergerak dalam 
ruang lingkup Kesehatan. 
 
Oleh Karena itu, perlunya kerjasama antara lintas sektor SKPD 
dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat dengan 
menerapkan standar pelayanan di masing-masing SKPD yang 
ada. 
 
Kab/Kota dapat dilibatkan dan jangan ada gengsi mengenai 
”urusan siapa dan kerjaan siapa” 

BPBD 
 

Sudah jelas pelayanan kepada masyarakat itu menjadi tupoksi 
kita selaku pemerintah. 
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Dalam hal penanganan bencana sendiri, kami yang notabenenya 
selaku Leading Sector pun tidak dapat berkerja sendirian 
sehingga memerlukan kerjasama SKPD lain dalam penanganan 
bencana seperti Dinsos. 
 
Ini merupakan contoh bukan hanya di dalam penanganan 
bencana saja tapi kami yakin teman-teman lintas SKPD lain juga 
menerapkan hal ini karena pelayanan bersifat menyeluruh. 
 
Pelayanan adminstrasi dan hal hal lain tidak dapat dikelola hanya 
di satu SKPD saja. 

Pak AKBP. Triyono 
Polda Kalsel  

Ada banyak kesamaan persepsi antar SKPD 
 
Untuk pelayanan publik kedepannya harus lebih baik dalam 
bersinergitas dan tidak ada gengsi. 
 
Perlunya sosialisasi mengenai SP Dinas Sosial ke masyarakat, 
jadi kegiatan pada hari ini sangat lah tepat. Bukan hanya 
mengedukasi masyarakat juga kami selaku organisasi lintas 
sektor. 
 
Urusan sosial juga merupakan urusan kita bersama.  

Diskominfo 
Seksi Pengelolaan 
Opini Publik 

Menayangkan konten-konten edukasi bagaimana standar 
pelayanan itu sendiri baik di Dinas Sosial maupun UPTD 

PPRSAR 
Ibu Ai Sumarni 

Mendukung kegiatan pelayanan publik Dinsos dengan 
menyediakan standar pelayanan di UPTD terutama penanganan 
klien. 

PPRSLU 
Ibu Hairun Nisa 

Mengadakan sosialisasi dan edukasi Standar Pelayanan di UPTD 
dan kepada masyarakat sekitar guna meningkatkan indeks 
pelayanan publik. 

 

 

 


